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ABSTRAK

Fitri Wilda, 2010/17774. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus
dan Sanks Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di K ota Padang.

Pembimbing : 1. Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak
2. Erly Mulyani SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran
WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP efektif yang melakukan kegiatan usaha
dan pekerjaan bebas di Kota Padang, penentuan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mengikuti teori Hair, 2006 karena sampel yang begitu besar,
maka di dapat 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data dengan menggunakan regresi
berganda dengan uji F dan uji t.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%,
maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Kesadaran Wajib Pgjak berpengaruh
tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas di Kota Padang dengan koefisien 3 bernilai positif sebesar 0,100 dan
nila signifikansi 0,429 > 0,05, (2) Pelayan fiskus berpengaruh signifikan positif
terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di
Kota Padang dengan koefisien 3 bernilai positif sebesar 0,755 dan nilai signifikansi
0,000 < 0,05, (3) Sanks paak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan
WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang dengan
koefisien [ bernilai positif sebesar 0,086 dan nilai signifikansi 0,414 > 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan: (1) Bagi akademisi dan pendliti
selanjutnya, sebaiknya menambahkan beberapa faktor lain lagi sehingga dapat
menjadi masukan dalam penelitian yang segjalan dengan ini dan memperluas daerah
penelitian, tidak hanya meneliti di satu tempat sgja, misalnya KPP daerah lainnya dan
melakukan perbandingan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksima dan lebih
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas secara menyeluruh; (2)
Bagi pemerintah, pemerintah harus lebih fokus dalam mensosialisasikan manfaat dan
fungs pajak bagi masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan
dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih
bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama negara adalah
untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam
subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan,
perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran
pembangunan lainnya dan juga untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut,
salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk
memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan
pembangunan bisa dibiayai.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak
memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pgjak saat ini menjadi
andalan penerimaan bagi negara. Menurut Winerungan (2012) salah satu kendala
yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib
pajak (tax compliance). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di
perpajakan.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak

kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan WP yang masih rendah, sehingga WP



berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan
juga masih banyak WP yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Arum,
2012).

Daam Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id),

istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada garan dan aturan. Dalam paak,
aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. WP yang patuh adalah WP
yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpgjakan dan juga mengatakan bahwa
kepatuhan perpgjakan dapat didefiniskkan sebaga suatu keadaan di mana WP
memenuhi semua kewagjiban perpagjakan dan melaksanakan hak perpaakannya
(Rahayu, 2013:138).

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata
cara perpgjakan pasal 1, pengertian Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pgjak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewagjiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, sedangkan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa,
atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan Pekerjaan bebas adalah

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunya keahlian khusus



sebagal usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan
kerja.

WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengis
SPT Tahunan Form 1770. Menurut Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan
usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. WPOP yang
melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri,
dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan
yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha
untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi
kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan,
pengacara, dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id),

kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi
ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor—faktor apakah
ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Penilaian positif WP
terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat
untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran WP
mengenai perpgakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan WP.
Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa semakin tinggi
kesadaran WP semakin tinggi pula kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh

Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran WP



semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar
Timur dan juga penelitian oleh Arum (2012) dan penelitian Cindy dan Y enni (2013).
Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan
perpajakan.

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007
mengenai pelayanan perpajakan, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk
membangun citra Direktorat Jendral Pgjak, sehingga kualitas pelayanan harus terus
menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun
kepercayaan WP dan seluruh stakeholder perpgjakan terhadap Direktorat Jendral
Pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan WP.
Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan
WP dalam memenuhi kewagjiban perpgakannya, kualitas pelayanan pajak harus
ditingkatkan oleh aparat pagak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan
kenyamanan bagi WP. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem
informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Hasil penelitian
Arum (2012), Cindy dan Yenni (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi
pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpgjakan telah diatur dalam
Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpagjakan. Pelanggaran terhadap
kewgjiban perpgakan yang dilakukan WP, sepanjang menyangkut pelanggaran
ketentuan administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang

perpajakan dikenai sanksi pidana (www.pajak.go.id). Sanksi diperlukan untuk




memberikan pelgaran bagi pelanggar pgak. Dengan demikian, diharapkan agar
peraturan perpajakan dipatuhi oleh para WP. Mardiasmo (2009:56) menyatakan
sanksi perpgakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpgjakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) menyatakan bahwa sanksi pajak
berpengaruh positif tehadap kepatuhan WP. Semakin tinggi pemahaman WP tentang
sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

WP akan memenuhi kewajiban perpgjakan bila memandang bahwa sanksi
perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang
dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi, 2010) menemukan bahwa semakin tinggi
persepsi WP tentang sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Penelitian tentang kepatuhan WP telah dilakukan oleh beberapa pendliti.
Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil
menengah dan WP Badan. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil
menengah dalam pelaporan pajaknya. Sedangkan penelitian Mustikasari (2007)
memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya.

Adapun Muliari dan Setiawan (2010) menggunakan WPOP dalam penelitian
yang dilakukannya. Namun, dalam penelitian tersebut merupakan WPOP secara
keseluruhan. Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) sasaran dalam
penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.



Menurut Arum (2012), WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada WPOP yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan
pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Karena sesuai dengan UU No.
16 Tahun 2009 pasal 28, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat
milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan
ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak
yang bersangkutan dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan
dan wajib melakukan pencatatan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbol ehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas.

Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri
maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Menurut Arum (2012)
kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan
bahwa akan kurang efisen apabila mempekerjakan orang untuk melakukan
pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang

bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan



sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran
dalam pelaporan pajaknya.

Di daam negeri rasio kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan
kewgjiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang
tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan
jumlah WP yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan
dengan jumlah total WP terdaftar.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Kota

Padang.
Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Pajak Tahun 2009-2012
Jumlah SPT
Tahun Jumlah WP | Tahunan Kepatuhan
@ (b) (b/ax 100%)

2008 58.135 13.566 23,33%
2009 135.374 33.594 24,81%
2010 174.014 42.907 24,65%
2011 194.928 58.213 29,86%
2012 211.964 63.128 29,78%

Sumber: KPP Pratama Padang (2014)

Pada tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan sampal pada tahun 2010 ada
penurunan dan nalk lagi pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama
Padang. Kota Padang 80% lebih dominan WPOP daripada wilayah lain yang ada di

KPP Pratama Padang.



Objek pgjak dari penelitian ini adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha
dan pekerjaan bebas di Kota Padang karena, Kota Padang sumber daya alamnya yang
mendukung dalam membuka potensi usaha yang besar dan juga menjadi pusat
industri. Dari penelitian sebelumnya itu memberikan motivasi untuk dilakukannya
penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam
bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan
Fiskus, dan Sanks Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Melakukan K egiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :

1. Sgauhmana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota
Padang?

2. Segjauhmana pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?

3. Sgauhmana sanksi pagjak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?



C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian adalah

untuk mengetahui:

1

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di K ota Padang.

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
mel akukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Pengaruh sanksi pagjak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

mel akukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

D. Manfaat Pendlitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini  dapat

memberikan manfaat bagi :

1

Manfaat Akademisi

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan
wajib pgjak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal
tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

Manfaat Praktisi

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam
penelitian ini adalah kesadaran wajib pagjak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak,

terutama bagi daerah lokasi penelitian.
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KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A.Kagjian Teori
1. Kepatuhan Wajib Pajak

Daam Kamus Umum Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id),

kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan pada gjaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpgakannya. WP yang melaksanakan semua
kewgjiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan patuh terhadap semua
ketentuan yang yang ada, maka dikatakan bahwa wajib pajak tersebut patuh.
Kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelayanan pada WP, kondis
sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum
perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pgjak (Rahayu, 2013:140).
Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2013:138), yakni:
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  kewajiban
secaraformal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif
atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai is
dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi

kepatuhan formal.

10
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Indikator kepatuhan Wajib Pgjak dalam Rahayu (2013:139) dapat diidentifikasi
dari sebagai berikut :
1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Jadi kepatuhan pajak menjadi hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap

WP. Dengan adanya kepatuhan dari WP maka pelaksanaan pemungutan pajak tidak

ada hambatan dalam pembangunan negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI

No.74/PMK.03/2012 Pasal 3, syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 3 SPT Masa yang
terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu
penyampaian SPT Masa untuk Masa pgjak berikutnya.

a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pgjak terakhir yang
wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak
Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;

b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum
tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari
sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pgjak untuk setiap jenis pajak dan

tidak berturut-turut;
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c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pgjak Januari sampai November
telah disampaikan; dan

d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Masa Pajak berikutnya.

2) Y ang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pgjak pada tanggal 31 Desember
tahun sebelum penetapan sebagal Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pgjak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu.

Pada UU no. 16 tahun 2009, pasal 28, yang melakukan pembukuan adalah
dengan kriteria sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dan Wajib Pgjak badan di Indonesia wajib menyel enggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pgjak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah

Wajib Pgjak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
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yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak

mel akukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.

Mengenai WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas,
menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1, pengusaha adalah orang pribadi atau badan
dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa,
atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan pekerjaan bebas adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus
sebagal usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan
kerja.

Menurut Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh
suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang
dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri,

perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait



14

dengan keahlian atau profess yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang

bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id),

kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi
ketentuan (hukum pgak) yang berlaku tentu menyangkut faktor—faktor apakah
ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya
mengetahui berarti kesadaran WP tersebut masih rendah. Kesadaran WP adalah suatu
kondisi dimana WP mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan
dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat
penting karena dapat membantu WP dalam mematuhi aturan perpajakan, WP harus
mel aksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela (Thia,2013).

Jadi, kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui,
menghargai dan menaati ketentuan perpgjakan yang berlaku serta memiliki
kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan
bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap readlitas. Menurut Suardika
(dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan
keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. Dalam penelitian

itu kesadaran pajak diukur melalui, WP paham atau berusaha untuk memahami semua
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pgjak dengan
lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pagjak yang terutang, pembayaran
pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pagak, kewagjiban membayar
pajak, membayar pajak tanpa paksaan. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau
mengerti Jatmiko (2006) (dikutip dari Arum, 2012). Sehingga WP yang mempunyai
kesadaran sehingga memenuhi melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
Indikator WP dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik, 2009).

1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

2)  Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4)  Memahami fungs pajak untuk pembiayaan negara.
5)  Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

3. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala
kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas
pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam
membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang
yang dalam hal ini adalah WP (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012) . Beberapa

penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus.
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Karanta et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas
aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada WP.

Adapun pengertian dari layanan publik menurut keputusan pemberdayagunaan
aparatur Negara (MEN-PAN) No 63/Kep/MenPan/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah :

“Segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat

dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang
maupun jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pel aksanaan ketentuan perundang-undangan.”

Dengan adanya pelayanan fiskus pada pajak memberikan rasa nyaman kepada
WP itu sendiri dalam membayar pajak, tanpa ada kendala karena adanya pelayanan
yang diberikan petugas pajak. Sehingga tidak membuat WP merasa kesulitan setiap
akan melaporkan SPT atau membayar pajak.
a. Hak dan Kewajiban Fiskus
1. Hak Fiskus

Hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpgakan Indonesia adalah sebagal
berikut (Ilyas dan Burton, 2010:210) :

a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPK P secara jabatan

b. Hak menerbitkan surat ketetapan pgjak

c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan

e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi

f. Hak melakukan penyidikan
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g. Hak melakukan pencegahan
h. Hak melakukan penyanderaan

2. Kewajiban Fiskus
Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

a. Kewgjiban untuk membina WP
b. Kewajiban menerbitkan Surat K etetapan Pajak Lebih Bayar
c. Kewgjiban merahasiakan data WP

d. Kewajiban mel aksanakan putusan

b. Indikator Sosialisas

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan
peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.
1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pgjak melalui berbagai media,
baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai
mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang
dianggap potensia pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan
terjamin kebenarannya.
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pagjak yang lebih
menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun

masyarakat khususnya WP yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh
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masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih
baik terhadap masyarakat sekitarnya.

Selain mengatur hak dan kewajiban bagi WP, ketentuan umum dan tata cara
perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti,
2009:18), antaralain :

1. Pegawa pagjak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau
menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan
akan dikenai sanks sesual dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai pagjak yang dalam melakukan tugasnya dengan senggja bertidak di luar
kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpgakan dapat digukan ke unit internal Departemen Keuangan yang
berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti
melakukannya maka pegawal pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan
pengancaman kepada WP agar menguntungkan diri-sendiri secara melawan
hukum akan diancam denagn pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368
KUH Pidana.

4. Pegawai pgak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara
melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau
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mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak

Pidana Korupsi dan Perubahannya.

5. Pegawal pgak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila
daam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaakan.

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud
nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan
prima kepada WP dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Rahayu, 2010:28).
Tujuan pelayanan primaini adalah:

1. Tercapainyatingkat kepatuhan sukarela WP yang tinggi.

2. Tercapainyatingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.

3. Tercapainya produktifitas aparat perpa akan.

Terdapat lima indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam
Lupiyoadi (2006:182), yaitu:

a. Tangibles, atau berwujud yaitu seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi
pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawa dan sarana
komunikasi.

b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan kantor pelayanan pagjak untuk

memberikan pelayanan sesual yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
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c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu seberapa tanggap kantor pelayanan
pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada WP dan keinginan para staf
untuk membantu para WP serta memberikan pelayanan yang baik.

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,
dan kemampuan para pegawai kantor pelayanan pagjak untuk menumbuhkan
rasa percaya para WP kepada KPP. Terdiri dari beberapa komponen antara
lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau
pribadi yang diberikan kepada para WP dengan berupaya memahami

keinginan WP.

4. Sanksi Pajak
Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu sanctie.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id) sanksi

berarti tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati
ketentuan. Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpgakan diberlakukan untuk
menciptakan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah

sebabnya, penting bagi WP memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga
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mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan
(Oktaviane, 2013). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan
indikator (Y adnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut :

a. Sanksi pidanayang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b. Sanks adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik
WP.

d. Sanks pgak harus dikenakan kepada pel anggarnya tanpatolerans.
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan
sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya
banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanks perpajakan,
baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi
pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanks yaitu sanksi positif dan
sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif
merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010).

Namun pemberian imbalan apabila WP patuh dan telah memasukkan Surat
Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pgjak masih
berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut WP agar patuh terhadap
peraturan perpgakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpgakan yang berlaku,
menurut llyas dan Burton (2010) terdapat empat ha yang diharapkan atau dituntut

dari para WP, yaitu:



22

1. Dituntut kepatuhan (compliance) WP dalam membayar pajak yang dilaksanakan
dengan kesadaran penuh.

2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau
memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang
Nomor 6/1983.

3. Dituntut kejujuran (honesty) WP dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai
dengan keadaan sebenarnya.

4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada WP yang tidak

taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah
dengan menerapkan sanks (law enforcement) tanpa-pandang bulu dan dilaksanakan
secara konsekuen. Sekarang ini, WP seolah tidak takut lagi terhadap denda
administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila
wajib pagjak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para WP seolah-olah menganggap remeh dengan
denda yang kecil (llyas dan Burton, 2010).

Sanks pgjak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan
apabila wajib paak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu
sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat

pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan
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pasal 3 ayat 4 Undang — Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007

masing — masing yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir
Masa pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pgak Penghasilan WPOP, paling lama 3
bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WP Badan, paling lama 4
bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

tahunan Pgjak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama

2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara

lain kepada Direktur Jenderal Pgjak yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Sanks sebagaimana diatur dalam Pasal

39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang K etentuan umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa

bagi WP dengan senggja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6

bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar (Walluyo, 2011:30).
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Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang
perpajakan adalah :

a. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa
bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak
melakukan pelanggaran, terutama atas kewgjiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Sanksi adminitrasi (Sri (2003) dalam Mutia, 2014) dikenakan apabila:

1. Wajib pgak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secar tertulis,
dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dihitung dari pokok pajak.

2. Wgjib pgjak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pagak yang terutang lebih besar dari jumlah pgak yang dihitung
berdasarkan SPOP, maka selisih pgak yang terutang tersebut ditambah atau
dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari selisih pgjak yang terutang.

3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pagjak yang terutang pada saat
jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanks adminitrasi berupa denda 2% (dua
persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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b. Sanksi pidana

Dalam perpgakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran

pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih

paak yang masih terhutang. Sesuai Pasa 39 Undang-Undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpgjakan (dalam Walluyo, 2011:30) :

Setiap orang dengan senggja :

1.

Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
NPWP.

Tidak menyampaikan SPT.

Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau
dipal sukan seolah-olah benar.

Tidak menyelenggarsksn pembukuan atau pencatatan.

Tidak menyetorkan pgak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlahpgak
terutang yang tidak atau kurang bayar.

Wajib pgak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanks

perpgjakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau

beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan WP. Oleh sebab itu, sanksi
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perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam

membayar pajak.

. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muliari dan Setiawan (2010). Mereka melihat pengaruh persepsi
tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP pada kepatuhan pelaporan WPOP di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian Muliari dan
Setiawan (2010) menunjukkan bahwa perseps WP tentang sanksi perpajakan secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan WPOP. Begitu
juga dengan kesadaran WP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada (1)
kepatuhan pel aporan WPOP pajaknyatinggi.

Penelitian Karsimiati (2009) mengenai pengaruh pelayanan fiskus, sanksi
denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar Pgjak
Bumi dan Bangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap WP terhadap
sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP. Santi
(2011) melakukan penelitian dengan kepatuhan WPOP sebagai variabel terikat.
Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional,
lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada
pengaruh signifikan dari kesadaran perpgakan, sikap rasional, lingkungan,sanksi
denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan.

Arum (2012) juga melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian

Santi, yang membedakannya adalah Arum melakukan penelitian terhadap kepatuhan
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WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Variabel bebas yang digunakan
adal ah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pgjak. Hasil dari penelitian
tersebut adalah ada pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pagjak, pelayanan fiskus
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan
bebas. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi
WP tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
Penelitian Y adnyana (2009) juga menemukan bahwa sikap WP terhadap kewajiban
perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP.
Penelitian yang dilakukan Harjanti Puspa Arum (2012) yang dilakukan di
Kabupaten Cilacap mengenai kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas dan alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena
WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Iebih rentan terhadap
pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas. Sudah jamak bagi banyak orang dengan pekerjaan bebas
seperti dokter, notaris, konsultan, pedagang, pemilik salon, hingga tour guide tidak

mel akukan pembukuan (www.pajakpribadi.com).

. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana wajib paak mengetahui,
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela

Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan, 2010 menunjukkan pengaruh
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kesadaran WP, pemahaman dan pelaksanaan kewagjiban perpgakan berpengaruh
positif terhadap WP.

Jatmiko (2006) (dikutip dari Arum, 2012) menjelaskan bahwa kesadaran
adal ah keadaan mengetahui atau mengerti. Sehingga WP yang mempunyai kesadaran
sehingga memenuhi melaksanakan kewajibannya untuk membayar pagjak. Penelitian
yang dilakukan Arum (2012), Kesadaran WP memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan WP. Ha ini menunjukan bahwa semakin tinggi
kesadaran WP maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskusterhadap Kepatuhan WPOP

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu,
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam
hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012) .

Karanta et a, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas
aparat (SDM) perpgjakan dalam memberikan pelayanan kepada WP. Fiskus
diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan
pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pagjak dan perundang-
undangan perpgjakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi
sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat
dikatakan bahwa pelayanan fiskus akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak.
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3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Sanks pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pgjak takut untuk melanggar
Undang-undang Perpagjakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila
memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi
pagak merupakan jaminan bahwa Kketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pagak tidak melanggar norma
perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Sanks perpgjakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat
kepatuhan, karena membuat WP takut dikenakan sanks tersebut. Lingkungan WP
berada secara parsia berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP
Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan WP berada
patuh WP pun ikut patuh (Cindy, 2013).

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanks perpajakan akan

mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak.

. Kerangka K onseptual

Kerangka konseptual menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukan
keterkaitan antara variabel terikat yaitu kepatuhan WP 1770 dan variabel bebas yaitu
kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pgak. Dalam kepatuhan WP, ada
beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah kesadaran WP, pelayanan

fiskus dan sanks pajak. Kepatuhan WP adalah WP yang patuh, taat dan memenuhi
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semua kewajiban perpagjaknnya sesua dengan aturan yang berlaku. Salah satu yang
menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah kesadaran WP, yaitu
keadaan seseorang mengetahui dan mengerti akan mengenai pajak. Dengan adanya
kesadaran diri WP dalam mentaati memenuhi kewajibannya dalam pajak, dapat
mengurangi adanya penghindaran dalam pajak oleh wajib pajak. Sedangkan kualitas
pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesual
dengan espektasi pelanggan, dengan pelayanan fiskus yang baik dapat memberikan
kenyamanan kepada WP tersebut.

Lalu, sanks pajak sudah diatur dalam undang-undang negara. Dengan adanya
sanksi pagjak dapat memberikan pelgjaran bagi pelanggar pajak dengan diharapkannya

agar peraturan perpa akan dipatuhi oleh para WP.

Kesadaran wajib
pajak
Pelayanan fiskus K epatuhan
> WPOP
Sanksi pajak

Gambar 1. Kerangka K onseptual
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E. Hipotesis
H1 : Kesadaran wajib paak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
WPOP.

H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.

H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.



BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai *“Pengaruh
Kesadaran Wgjib Pgjak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pgjak terhadap Kepatuhan
Wajib Pgjak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di
Kota Padang” adal ah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas di Kota Padang.

2. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di
K ota Padang.

3. Sanks pagjak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota
Padang.

B. Keterbatasan
Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian
sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini
yaitu:
1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel

penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 45,5%.

78
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2. Sedangkan 54,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga

C.Saran

variabel pendlitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dimana selama penyebaran
kuesioner, terdapat beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca
kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada dan juga pertanyaan pada indikator variabel pelayanan

fiskusterlalu banyak.

Berdasarkan pada pembahasan dan kesmpulan di atas, maka pendliti

menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang masih
rendah, dan mengingat pgak adalah sumber pendapatan daerah, oleh
karenanya pemerintah harus lebih fokus dalam mensosialisasikan manfaat
dan fungs pajak bagi masyarakat. Pemerintah harus mencari strategi dan
langkah-langkah efektif dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dalam
membayar paak. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkagian ulang

mengenai pelatihan pelatihan perpajakan guna meningkatkan pemahaman
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wajib pgak tentang kewgiban membayar pajaknya, pemerintah harus
mengedukasi masyarakat supaya masyarakat |ebih peduli kepada pajak.

. Bagi pendliti selanjutnya, sebaiknya pemilihan responden WPOP yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas seimbang antara yang
melakukan kegiatan usaha dan yang melakukan pekerjaan bebas, tidak fokus
sgja terhadap wpop yang melakukan kegiatan usaha seperti, pedagang ritel
atau pedagang grosir, sebaiknya responden pada wpop yang melakukan
pekerjaan bebas seperti, dokter, akunan, notaris diperbanyak, sehingga hasil

penelitian lebih akurat.
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